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Berdasarkan evaluasi terhadap pennasalahan yang ada, dapat disimpulkan hal­
hal sebagai berikut : 
1.1. 	 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golonga.'1 C hingga 
saat ini belum dilaksanakan pemoogutannya. 
Rea1isasi penerimaan bagi hasil Retnbusi Pengambilan dan Pengolahan 
Bahan Galian Golongan C dati Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa 
Timur yang saat ini nilainya kecil bila dibandingkan dengan realisasi 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan rata-rata per 
taboo sebesar 0.59 % terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah. 
Apabila Pajak Daerah atas Bahan GaHan Golongan C tersebut dipungut 
sendiri oleh Pemerntah Kota Kediri maka penerimaan Pajaknya setahun 
sebesar Rp. 111.600.000,- atau 210,36 % dibanding bagi hasil Retribusi 
pemberian Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur selama 4 taboo. 
1.2. Peraturan Daerah Tingkat II Kota Kedin Nomor 3 tahun 1998 ten tang 
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C tidak 
dapat dila.ksanakan karena berbenturan dengan lnstruksi Gubemur 
Nomor 36 tahull 1994 tentang Larangan Penamballgan Pasir di 
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sepanjang sungai Kali Brantas, KaIi Surabaya. Kali Porong dan Kali 
Marmoyo serta Pengalihan Penambangan Pasir ke Gtmoog Kelud dan 
Gunung Semeru. Perebutan kewenangan pengelolaan terhadap 
pemungutan pajak Bahan GaHan Golongan C berupa penambangan 
pasir di sepanjang Kali Brantas antara Pemerintall Propinsi Tingkat I 
Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri. 
Dengan ditolaknya Surat Permohonan Pemerintah Kota Kediri kepada 
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur perihal Penir~Jauan 
kembali dan pencabutan Instruksi Gubemur Nomor 36 Tahun 1994, 
maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri dalam taboo anggaran 
2003/2004 kehilangan potensi sumber Penerimaan Daerah sebesar Rp. 
116.000.000,­
2. 	 Saran 
Berdasarkan evaluasi dari permasalahan yang terjadi, disardIlkan hal-hal 
sebagai berikut: 
2.1. 	 Agar Pemerintah Daerah Tingkat n Kota Kediri menunda sementara 
waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 3 Tahun 1998 
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, 
walaupun Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi asas-asas lex 
specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi pllon atau lex 
superior derogat legi inferiori karena telah didukung oleh pemturan 
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perundang-Wldangan yang khusus, terbaru, sab dan memiliki kekuatan 
hukum. 
2.2. Agar Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri melakukan pendekatan 
dan koordinasi sekali lagi dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
lawa Timur, dengan maksud agar Instruksi Gubemur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Timur Nomor 36 Taboo 1994 terse but dicabut dan tidak 
diberlakukan lagi. 
Pendekatan dan koordinasi tersebut dilakukan sambil menunggu 
keputusan Iebm lanjut dati Menteri Dalam Negeri tentang siapakah 
pihak yang dibenarkan berwenang mengelola pajak: Bahan Galian 
Golongan C. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang­
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX 
Pasal 198 ayat 2 tentang penyelesaian konflik antara Pemerintah 
Propinsi dan Pemerintah KabupatenlKota. 
Konflik ill secara otomatis akan diketahui oleh Pemerintah ?usat yang 
memang berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tabun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XII Pasal 218 ayat 1 tentang 
pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan urusan Pemerintahan di 
Daerah, dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 
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